
7" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pert'endaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

2" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

1" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Mengingat

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 , perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan
8elanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2007;

Menimbang

WALIKOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR22TAHUN 2008

WALIKOTA CIMAHI
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik lnoonesla Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

.~
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28. Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun 2007 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan 8elanja Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 79 Seri A);

29. Peraturan Daerah Nemer 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokek
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 64
Seri A);

26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan
Modal pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 67 Seri A);

27. Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2007 Nomer 70 Seri A);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri B):

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

r:

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

o
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Pasal3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum datam
Lampiran I PeraturanWalikota Cimahi ini.

Rp 68.588.476.397,~0
Rp 74.763.992.792,do

Rp 89.271.466.064,00
Rp 20.682.989.666,20

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Belanja
Surplus/(Oefisit)

Rp 244.112.024.220,Op

Rp 439.563.980.694,ap
Rp 6.175.516.394,20

Rp 45.614.006.963,00
Rp 97.620.017.710,00
Rp 100.877.999.547,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Rp 195.451.956.474,8@

Rp 1.919.379.500,008) Belanja Tidak Terduga

6) Belanja Bagi Hasil Rp

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp

Rp 162.406.875.186,00

Rp 27.345.127,80

Rp

Rp 25.319.881.661,00

Rp 5.778.475.000,005) Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1} Belanja Peqawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

Rp 55.851.469.205,00

Rp 358.632.725.987,00

Rp 31.255.301.897,00

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pasal1
Laporan Realisasi Anqqaran Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :
1. Pendapatan

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Rp 445.739.497.089,0Jumlah Pendapatan



Ir. . M. ITOC TOCHIJA, MM

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 17 Oktober 2008

WALIKOTA CIMAHI,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Cimahi ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal6
PeraturanWalikota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal5
Lampiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PeraturanWalikota Cimahi ini.

Pasal4 i •
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum ~alarr.,
Lampiran II PeraturanWalikota Cimahi ini. C ~
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